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PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT Il
LUMAJANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT Il LUMAJANG

NOMOR @ ©3 TAHUN 1985
TENTANG
121N USAHA PERSEVAAN PENGERAS SUARA,
- TEROP ATAU TENDA, PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK, GAMELAN, WAYANG
‘ KULIT, BUSARA TRADISIONAL DAN SEJENISNYA DALAM
KABUPATEN DAERAU TINGKAT [ LUMAJANG

MEJA KURSI, GELAS PIRING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPAT1 KEPALA DAERAH TINGKAT 11 LUMAJANG
: bahwa dalam rangka pengaturan penertiban dan pengawas-

serta pembinaan terhadap usaha persewaan pengeras

H:ﬂin&sng
terop atau tenda,

an
suara, meia kur=i, gelas piring,
pembangkit te2naga listrik, gamelan, wayvang kulit,
busana tradisional dan sejenisnya serta sebagai upaya
untuk meningkatkan Fendapatan aAsli Dasrah Kabupaten
Daerah Tlngkat [l Lumajang dipandang perlu memberikan
landasan hukumnya dengsn menuangkan ketentuan-keten-
tuan dalam suatu Peraturan Daerah .

Undang-undangz Nomor £ Tahun 1974 tentang Pokok-
pekok Pemerintahan di Daerah ;

Z. Undsng-undang HNomor 12 Tahun 1950 tentang Pemben-

tukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Pro

Efﬂengi;gat =

pinsit Jawa Timur ;
@, Undang-undang HNomor 12 Drt Tahun 1957 tentang

Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
Feraturan HMenter{ Dalam Negeri{ Nomor Nomar 14 Tahun
1874 tentang Bentuk Peraturan Daerah i

£. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor B4 Tahun 1993
tentang DBentuk FPeraturan Daerah dan Feraturan
Daerah Perubshan j

6., Keputusaen Menteri Dalam Nageri Nomor 85 Tahun 1993
tentang FPengundangan Feraturan Daerah dan atau
Keputusan Kepala Daarah lewat tenggang waktu penge-
sshan

7. Instruksi Mentsri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1974
tentang Penertiban Pengutan Daerah ;

@. Poratursn Dasran Kabupaten Daerah Tingkat Il Luma-
jang HNomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Daerah Tingkat |] Lumajang :
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Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Dasrah Kabupaten Daerah

Tingkat Il Lumajang.

MEMUTUSKAN

fenetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT Il LUMAJANG
TENTANG [ZIN USAHA PERSEWAAN PENGERAS SUARA, MEJA-
KURSI, GELAS PIRING, TEROP ATAU TENDA, PEMBANGKIT-

TENAGA LISTRIK, GAMELAN. VAYANG KULIT, BUSANA TRADI-
SIONAL DAN SEJEENISNYA DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT

Il LUMAJANG .

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
a. Daerah, adalah Kabupaten Daerah Tingkat i1 Luma-
jang;
L. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten

Daerah Tingkat Il Lumajang ;
Kepala Daerah, adalah Bupati Kepala Daesrah Tingkat
Il Lumajang ;

d. Usaha persewaan, adalah segala usaha yang dilakukan
oleh setiap orang, Perkumpulan atau Badan Usaha
yang menyewakan pengeras suara, meja kursi, gelas
piring, terop atau tenda, pembangkit tenaga listrik,
gamelan, wayang kulit, busana tradisional dan
sejnisnya baik secara bersama-sama (kolektif) atau
untuk setiszp ohyek yang dilakukan ;

e, ljin Usaha Fersewaan, adalahk [jin yang dikeluarkan
oleh Kepala Daerah untuk usaha Persewaan

f. Pengeras suara, meja kursi, gelas piring, terop
atau tenda, pembangkit tenaga listrik, gamelan,
waysng kulit dan sejenisnya serta busana tradisi-

onal, adalah alat-aiat sebagai obyek yang khusus
ditujukan untuk disewakan ;

g. Pengusaha persewaan, adalah setiap orang, perkum-
pulan atau Badan Hukum yang telah memiliki Izin

Usaha persewaan ;
h. Pemegang ijin adalah setiap orang, perkumpulan atau
Badan Hukum yang telah memiliki izin usaha perse-
waan j
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BAB 11
KETENTUAN PERIZINAN
Pasal 2

(1) Setiap Fengusaha persewaan diharuskan memiliki
[zin wusaha persewaan terlebih dahulu dari Kepala
Daerah ;

(2) Untuk mendapatkan Izin Usaha persewaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) pasal ini yang bersangkutan
mengajukan permohonan secara tertulis kepada
Kepala Daerah ;

(3) Izin wusaha peréewaan dapat dikeluarkan setelah
yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat yang
telah ditetapkan dan membayar retribusi .

Pasal 3

(1) Izin wusaha persewaan sebagaimana dimaksud dalam
pasal 2 ayat (1p» Peraturan Daerah ini berlaku
untuk selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang
setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh
Kepala Daerah ;

(2) Dalam Surat Izin wusaha persewaan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah
ini ditetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi
oleh pemegang izin ;

(3) Perpanjangan izin usaha persewaan dimaksud pada
ayat (1) pasal ini harus diajukan 1 (satu) bulan
sebelum berakhirnya masa berlakunya 1izin wusaha
persewaan yang terdahulu berdasarkan ketentuan-
ketentuan dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah
ini .

BAB I11
KETENTUAN RETRIBUSI
Pasal 4

(1) Retribusi izin usaha persewaan sebagaimana dimak-

sud pada pasal 2 ayat (3) Peraturan Daerah ini

ditetapkan untuk tiga tahun sebagai berikut :

a, Pengeras suara

- Pengeras suara berbentuk corong setiap unit
sebesar Rp., 7.500,00 ( tujuh ribu lima ratus
rupiah ) ;

Pengeras suara berbentuk Sound Sestem setiap

unit sebesar Rp. 15.000,00 ( lima belas ribu
rupiah)
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b. Meja kursi :

100 buah sampai dengan 300 {(tiga ratus) buah
sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;
- Diatas 300 (tiga ratus) buah sampal dengan
600 (eonam ratus) buah sebesar Rp. 10.000, 00
(sepuluh ribu rupiah)

- Diatas 600 (snam ratus) buah sebesar
Rp. 12.500,00 (dua belas ribu lima ratus
rupih) g

C. Terop ataw tenda setiap unit (25 M 2) sobesar

Rp. 12,500,000 (dua belas ribu lima ratus rupi-

ah) ;

d. Pembangkit tenaga listrik yang berkapasitas :

- kurang dari 5 (lima) KVA sebesar Rp. 6.500,00
{(enam ribu lima ratus rupiah)

- 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) KVA,

sebesar Rp. 5.000,00 {(sembilan ribu rupiahi;

- 10 (sepuluh) KVA atau lebih sebesar
Rp. 12.800,00 (duza belas ribu 1lima ratus
rupiahl.

2. Gamelan dan sejenisnya setiap perangkat sebesar
Rp. 7.500,00 (fujuh ribu lima ratus rupiah)

f. Wayang kulit dan sejenisnya setiap perangkat,
sgbesar HKp. 6.500,00 (enam ribu lima ratus

rupiah)
2. Busana Tradisional dan sejenisnya, sebesar Rp.

8.500,00 (snam ribu lima ratus rupiah) ;

h. Peralatan merias manten sebesar Rp. 10.000,00

{(sepuluh ribu rupiah) ;

i. Gelas Piring :

100 (seratus) buah sampai dengan 300 tiga ra-

ga ratus) buah sebesar Rp, 2.500,00 (dua ribu

lima ratus rupiah) ;

- 801 (tiga ratus satu) buah sampal dengan 600

{enam ratus) buah sebesar Rp. 5,000, 00
ribu rupiah) ;

(lima

= 801 ( enam ratus s=matu ) buah keatas ssbesar

Rp. 7.000,00 (tujuh ribu rupiah)
Dalam rangka pembinaan dan

usaha persewaan, maka para

pengawasan terhadap

pengusaha persewasn
diwajibkan melakukan daftar ulang

setiap tahun.,

(heregistrasi)
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BAB IV
PENCABUTAN I1ZIN
Pasal 5
Izin Usaha Persewaan sebagaimana dimaksud dalam pasal
2 Peraturan Daerah ini dapat dicabut jika :
a. Adanys pemberitahuasn dari pemegang 1izin secara
tertulis kepada Kepala Daerah i
b. Berdasarkan bukti-bukti yang ada terdapat pelang—
garan terhadap keatentuan sebagaimana dimaksud
Peraturan Daerah ini dan ketentuan lain yang berla-
ku 3
c. Tidak dapat memenuhi pembayaran retribusi sesual

dengan ketentuan yang telah ditetapkan .

BAB V
KETENTUAN FIDANA
Fasal ©
{1) Pelanggaran terhadap Kketentuan-ketentuan dalam

~

pasal 2.3 dan 4 Peraturan Daerah ini diancam
pidana kurungan selama-lamanya 3 {tiga) buian atau
denda sebanyak-banyaknya HRp. 20,000,000 | iima
puluh ribu rupiah ) ;

{2) Tindak pidana dimaksud ayat {1} pasal ini adalah

merupakan tindak pidana pelanggaran .

BAB VI
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 7
Selain ocleh Pejabat Penvidik umum, penyidikan atas

pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam
pasal 2,3 dan 4 Peraturan Daerah ini dapat juga di-

lakukan olsh Pejabat Penyidik Fegawai Negeri Sipii
(FPNS) di Lingkungan Femerintah Daerah yang pengang-
katannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-

undangan vyang berlaku

Pasal 8

t1) Dalam melaksanakan tugss penyidikan, para penyidik

zebagainama dimaksud dalam Peraturan

Daerah ini
berwenang :

a. Menerima laporan atau pengaduan dari

tentang adanya tindak pidansa 3

sesegorang
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f
b, Melakukan tindakan pada sast itu ditempat
kgjadian dan melakukan pemeriksaan j
. Menyuruh barhenti seseorang tersangka  dan

memeriksa tanda pengenal dari tersangks j

d. Malakukan penvitzan benda ataw surat ;

e, Mengambil sidik jari dan memoilrei seseorang i

f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperik-
sa sebagal tersangka atau saksi |

2. Mendatangkan orang ahli vang diperlukan dalam
hubungan pemeriksaan perkara i

%, Menghentikan penyidikan sstelah mendapat pstun-
juk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat
cukup bukti atau peristiwa tersabut bukan
merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalul
penyidik umum memberitshuksn hal tefzebut
kepada penuntui umum 3

i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang

dapat dipertanggung iawabkan .

8¢

Fenyabat Penvidik Pesgawszsl Hegeri Sipii membust
Berits Acara zetiap tindakan isniang :

a. Pemeriksaan tersangka ¢

b. Pemasukan rumah i

, Penyitaan benda 3

Pemeriksaan surat i

Pemeriksaan saksi i

* @ o G

, Pemeriksaan di tempat kejadian dan mengirimkan-
nva kepada Kejaksasan Negeri melalui Penvidik

Kepolisian Negara Republik Indonesia .

BAB VI
KETENTUAN PENUTUF

Pasal 9
Hal-hal yang belum cukup distur dalam Peratursn Daerah

ini . sepanjang wmengenai pelaksanasnnya akan distur
lebih lanjut oleh Kepsls Daerah ,

Paszal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan i
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Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah

Tingkat 11 Luma jang.

Lumajang, 9 M e i 1895

BUPAT1 KEPALA DAERAH TINGKAT 11
LUMAJANG
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PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT 11 LUMAJANG
MOMOR 93 TAHUN 1995
TERTANG
IZIN USAHA PERSEWAAN PENGERAS SUARA, MEJA KURS!, GELAS PIRING
TEROP ATAU TENDA,PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK, GAMELAN WAYANG
KULIT, BUSAMA TRADISIONAL DAN SEJENISNYA DALAM
KABUPATEN DAEARAH TINGKAT 11 LUMAJANG

i. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangks pany zn Pemerintahan, Pembangu-

(il
13
4
qr

fang

[14]

nan dan kemsasyazrakatan di Daerah Tingkat Il Lumaiang . maka sesual
dengan hak ssrts kewenangan dalam mengatur dan mengurus rumah
tangganya sendiri sesus: dengan Persturan Perundang-undangan yang
berlaku

Bertolak pads kewsrangan yang =da, =epanjang tidak berten-
tangan dengan ketentuan-ketentusn yang berlaku . maksz Pemerintah
Daerah oordays upaya untuk manzzzli Pendapatan Asli  Dzerah guna
mendukung pelaksanaan penyelenggarsan Femerintahan, Fem-bangupem ™=
dan Kemzzvyarakztan .

Selanjutaya guna memantaphksn peiaksanzan tugas sparatur di
-baerah wmaka perlu memberikan landazsan hukum bagi izin usaha perse- -

waan pengeras suara. meja kursi, gelas piring, teron  atau tenda w8

Dy -

AX

pembangkit tenasga lisztrik . gamelan, wayang kulit, busana tradi-
sional dan sejenisnya dalan Kabupaten Daerah Tingkat 11 Lumajang

¥ B y
- yang selanjutnya ketentuan-ketentuannva dituangkan dalam suaty

Peraturan Dserah .

I1. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasaf L /49 Passi 10 ¢ Cukup Jaelas

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT I1
ROH TINGKAT

Il LUMAJANG

X
v .

’
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